
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 1O4 TAHUN 2018 

TENTANG 

FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MAYARAKAT 
BERPENOHASILAN RENDAH 

DENGAN RAHMT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang . bahwa swestd ketenttan Pesa] 19 Undang-Undang Nomor 
Tahun 2011 tentang Perumahon dan Kawasan Permukiman, 
penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan rurah scbagdi sala.h at.tu kebutuha 
dasur manusia yang dilaksanakan salah satunya oleh 
Pemerintah Daerah; 

Mengingat 

b. bahwa dalam rangkn memenuhi kebutuhun dasr erpat 

berupa rumah scbagaimana dimakud dalam huruf e yang 
layak huni dan terjangau khussnya bagi Msya.ra.kat 
Berpenghaslan Rendah, diperlukan kebijakan berupa 
pemberian fasilitas pembiayaan oleh Pemerintah Daerah; 

e, bahwa berdesarkan pertimbangan scbagairmana dirnaksud 
dalam hurut a dan hurut b perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Fasilita.s Perbiayaan Perolehan Ruh 

agi Masyarskat Berpenghasllan Rendah; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus lbukotn Jakarta sebagai Ibukota 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20I1 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permukima 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tuaun 2011 tentang Ruma.h 
Susun; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Thun 204 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kadi diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu 2015; 



• eraturan Pemerintah Nomnor 58 Thun 200!% tentang 
Perelolaan Keuargan Daerah, 

6. Peruturan emerintah Nonor 14 Tahu 01 tentang 
Penyeengearaaan erumaha dan Kowasan ermukiran, 

Peraturan Pemerintah Nonor 64 Tahun 
Pembasgunan Perumaban Mayaurask.at 
endah, 

201% entang 
erpenghasitan 

8. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tau 0Ye 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagumana 
telah beberapa kadi diubah terakhir dengan eraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahu 20IL 

• Peraturan Daerah Nomor Tahu 20I8 tetang Rencana 
embagunan Jangka Menengah Daerah Thu 2017-2022; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PRATURAN GUIRERNUR TENTANG ASILITAS PEMIAYAAN 
PEROLEHAN RUMAIH AKI MASYARAKAT BERPENGHASILAN 
RENDAH 

B f  

KTEN TUAN UMUM 

Pasad l 

Dula Peraturan Gubermur ini yang dimaksud dengun 

,Fusilitas Perbiayaan Perotehau Ruma Dugi May.aura.k.at 
erpenglassilan Renda.h udadah dukungan las~lits pen blayaan 
perolchan rumah bagi masyarakat berpenghssla.n rendah 
yang pengelolaaunnva dilakanaka oleh Pererinth Provins 

Daera.h Khusus Ibo.a Jal.art 

[emerintah Pusat yang selanjurnya disebut 
adalah kementerian/em bag penerintah non 
yang bertangggiowab terhasp penyeiat 
Mi 

Pemerintah 
kementerian 
rurah be 

, Menteri adalah menteri yang menyelengaratatn rs.an 
pemnerintah.an di bidang perumah.an an kawasan perm.kiran 

4. Daerah adalah Provins Daerah Khusu Ibukota aarta 

• Pemerintah Darah adala.h Gubermur an Peragkat Daerh 
sebagai unsur penyelenggaura Pererintahan Daerah 

6. Gubernur adalah Kepeda Daera.h eovipsi Daerah Kusu 
bukota Jakarta 



• Banke Pelaksaa adala.h bake yang ditunjuk oleh Gubernue 
untuk metak suit«ta Fasilitas Perbiayaan erolehan Ruma.h 
Bagi Masyarakat Ber penghaslan Rendah 

8. Bank Umum adalah bank yang melakssnakan kegiatan us 
sra konvensioal la/ata berdasark.a prinsp yarial 
yang dalam kegiatana menberikan jasa dalam lalint.as 
pembayarn, 

• Bank Uran Syan.ah yang selanjutnya disirgkat BUS adata 
bank syariahyang dalam kegiannya memberilan Joa dalat 
alulintas pembayaran 

I0, Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disinglat UUS aala.h 
unit kerja dari kantor pat bank urum konvensional yang 
bertungs sebagai kantor induk dari kantor ata it yang 
melaksataken kegatan tsaha berdasark.a prinsip syariah 
tat unit kcrja di kantor cabang duri suatu lank yan 
berkedudukan di luar negeri yang melaksaaka kegiatan 
aha secara koversiond yang berfungi sega kantor 
induk dari kantor cbng pembantu syaria dan/tat unit 
usaha syaria 

I Marjin adalah nilai keuntungan [ribhun) Yang dise paka.ti 
antara bank da totbath atas transaksi pembiavaan denga 
akad jual bell (mrabahah/istishna' da bersifat tetap (fed) 
se lama aa pembiayaan 

12. Musyarakat Berpenghasilan Renda.h yang, shanjutnya 
disinglat MB dala.h masyarakat yang mempunyad 
eterbatasan daya beli schingg pertu endaspat dukunga 
pemerintah attk mnemperoleh mah 

13. Pelaku Petubaggunan Rumah yang selanjutnya disebut elk 
Pernbangunan adalah stiap orang dan/ata baan hakurn 
Ying melakukan pematunat perumaha an perrukiran 

14 Perangkat Daerah alalah perangkat daerah Povinsi Daerah 
Khuts buot Jakarta 

5. Unit Kerju adala.h it keerja pada Perungkat Daerah 

16. Peterira Manfaat Atalah MBRR g disetujui dan itetapkg 
sebaga pomanfaat daa fosilits pomnbiayaan perole ha 
rrah 

A I 

MAKSUD DAN TU.JUAN 

Peratura. Gubermur ini diraksudkan 
pelaksanan 'asi/its Perbiavan erolehan 

Pasat 3 

sebag pedoma 
Rumah bagi MB 

Peraturan Gubermur ini bertujuaun tntuk memberikasn 
hukurn dalam pelakseunaan 'asiitas Pembiayaan 
Humah begi MBR 

epastin 
erole han 



A8 

ABILI'TAS PEMIIAYAAN 

( Fas~lits embiayaon Perolehan Ruma.h bagi MB se-beguirana 
dimaksud dalam Psad iberikan dalam bentuk 

a. kredit/erbiayaaan Lang Mula Pemilikas Ruah, ata 

b. kredit/Pembiayuan Perilikan Rumah 

(2 asilitas Pernbiayea erole han Rumah bag MB3R sebatman.a 
dimaksud pads ayat (l) diberikan kepala Peerirea Ma.fat 
melalui kerja sart daerah dengan Banke elks.ana dadur 
bentuk pembiaynan bersata atat bantun penyahuran 

(3 Dea untuk Fasilita« embiyeat Perolchan Rumah sebagarace 
diraksud ayat fl) bersumber dait 

Anggaran 
dan/atau 

ends pats dun Belanja Daeral {ARD, 

, Dau lain yang sah berdasarkan ketentuan peroturan 
perundang-undangan 

Dana asilitaos Pembiaya.au eolehan Rurah bagumaa 
tiakstd pads ayat 4l} dapat diberika beraraan dengan 
pemberin fa silits perbiaynan, subsidi, kerudaha dan/ 
tau bantuan lainnya dari [emerintah ntuk perolehan 
rumah 

'at/tas Pembiavian Perole han Rumah bag MR ebegdra.na 
dimaksud pads ayat (l rerupakan pinjaman yang wafib 
dikembalikan kepnida Pemerintah Darah dalarn jangkn wnktu 
paling lama 20 (dua puluhj tahun 

Pusal 5 

(l) Kredit/Pembiayaa tang Mula Perilikan Ruma.h sebogamana 
dimakswd dalam Pesa! 4 ayat (l] huruf a merupalean [asiitas 
pinjamac urang mu.ka dalam rangka kredit pemiliken ruraah 

02 Kredit/erbiayaa Ung Maka Perilikan Rumah scbagaiman 
dirnakwud pads ayat (l)_diberikan paling bear 20% (duo 
putuh per sertus dari n~lad atau harga jual rah 

Data perberian KreditPerbiayarn Lang Muka Pemilika 
umah sebagera diradsuad pada ayat a2), Suku burg 
marjin Kedit/ emnbiaytan Lang Mukea emiliken Rurah 
ditto plan paling tiggi sebsar 2,5 % (dun koma lima per 
seratus) per tahun ah termasuk premi asuraciJwa, 
asurasi kebuakran du asuransi kreit 

Pasalt 

(I) Kredit/Pembiayaan eilian Ruma.h scbagaimana dirak.sud 
dadam Past 4 ayat [l) huruf b merupakan fasilits 
pembiav«an untuk membiaya Krelit Perilikan umah 

[2) Kredit/erbiaya Perilikaun Rumah sebagirasna imaksud 
pad.a ayat {l dapat diberikan paling besur 100% (sratus pee 
seranus] dari rile@i atau harga jual runah 
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(34 Dalan pembcrian Kedit ' Perbiayaan peeilikn Ruma h 
scbaguimana imakesud pada ayat [), Suk bunga'mar jin 
Kredit ' Perliavtan Pemilikan Ruma.h di tetapkan paling inpgi 
cbesar ~ % lima per seratus] per tahun sudah tern8sh 
premi asuransjiw, aurtnsikcbakaran, dan asransi kredit 

(14 lKredit/Pembiayen Perilikan FRumah sebagamaa dirak sud 
pad.a ayat (l] diberika setelah serah lokesi dana 
Kredit/erbiayaan Lang Muka Pemilikas Rurah ter penuhi 

A IV 

PEN ERIMA MANFAAT 

Penerira Manfaat sitars Perbiav«tan Perolehan R u a  
merupaka BR dengan batasan penghasflan sebagauracne 
diteta pk.an oleh Gubermur sesuai ketentuan peraturan 
perundag-undagan 

Penerira Manfaat cbagaiman dimaksud dadarn Pesa urus 
nemenuhi persyaratan se hag berikut 

a. memiliki Kart Tada Penduluk elektronik (KTP el) Daerah 
dan Karr Kelarg [K Derah; 

b. rlah tirgsad di Dacrah paling seeikit S (lira) tahun pad sat 
penatjuan perohonan pembin yan, 

behum merihiki rurah yang dibuketlken dean 
keterargan yang diketahui oleh lurah setempat; 

d. belumn pernah menerima subidi perihikan rumah tart 
Pemerintah /usat atau Pererint,ah Duer«ah; 

e. surat Nikh atau Akta Nikah yang dikeluarkan oleh in«tnsi 
yang berwean bag Ying menikah; 

f. memiliki Nomor Pokok Waji Pajak (NP'WP; dean 

g. memiliki spr Tuan Ph Orang Pribali serstati peraturan 
perundang undaogan 

BA V 

KITTERIA RUMAH LAYAK HUNT 

asal 

(I) Pembiayaan Perotehan Rumah diberikan unruk rumah yang 
layak uni, 

[2) Rumnah layak huni sebagarena dimaksud pad.a ryat (l] 
harus memenuhi kiteria antatra lain 

a. rurah yang disediakan oleh Pelaku embaognan yang 
terdaftar pada erangkat Daera.h yang menyelenggaraka.n 
rusan pemerintathan bidang perrattan, 



batasan laaes peeling rendah, persyaratan kcsclarnatan 
bagunoun, kesehatarn penghumi da harga rual 
begauaa ditetapkan Menteri atau instansi yang 
menyeleogaala sac peterintaha.n di bidang 
perumahan; dau 

e telah mcndapatkan Sertifkat Lalk Fungi (8LF) yang 
die-lurkan ole'h Pemerintah Dacre 

0A8 VI 

EMOHO NAN 

Paused I0 

(I) Permohonaen Fas~lits Pembiayaa peroleha R ah  diaju.ka.n 
oleh (alon penerims Maltat kepada Ke pal eragk.at 
Dacruah yang menyelenggarakan urusan peterintahan bidang 
perurahan melului item yang {itetpkaon Peterintuah 
Daerah 

(] Calo Peerima Ma fast mengjukan permolhonan Fusilitas 
Perbiayaat Perolehan Rumah denga menyertakn dokurnen 
sebagairmana tertanturn dedamn Lampira Perturn (ubetr 
ind 

(3) enerima Mantaat wjib bertangggun jawab atas kebenan 
dokumen da informasi yang disampaikan dadaarn rang.la 
peroleban fasilitas pembiayaan perolehan pemiikan r ah  

BAB VII 

Psad I 

Persyaratan Bank mum, BUS, dan UUS untuk menadi Bank 
Pelak.sacra edalath sebaga berikeut 

a. meriiki pile keschatan bank paling rerdah Peri@gk.at 
Komnposit Tig (PK 3) sea peraturan perundang undasgan, 

b memiliki pengalaman delamn peerbitan kredit/ pembiyan 
pemilikan rumah (KP} poling sedikit 2 (duad tahun, 

e. memiliki infrastruktur dadarn rangka pengelolaan kreit 
pembiayaa KPR paling urang 

memiliki organisasi unit kerja pengelola kredit/ pembiayauas 
pemilikan rumah; 

2 remilili personil pengelola kredit/ pembiynan pemilikan 
rumah 

• memibili teknologi iforrast pongelolaan kreit / pernbiaova.an 
pemilikan rumah, da 

4 memiliki kebifakn kredit/pembiayaan perilikaat fumah 



d. veriki arinsan pelayaan yang nemada di tingka 
provisi; 

e. memilii reno#a penerbitan KR untuk tahun berjalane, dart 

f besedia regintegerwska sister informasi krchit/pembiayan 
dengan emeritah Dueth 

asal 12 

(14 Bank umur, DUS, dan UUS mega ukan permohoar 
menjadi Bank petaksana kepada Gubernur dan sarggup 
mnengikuti ketenta peraturan pertdacng- undaga 

(2 Berdasarkan permohonan yang diajukan bagarana 
dirnuksud pada ayat (I), Gubermr membentuk tir untuk 
melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan dan kelayak.au 
permohonan swebagad Back Pelak.sauna 

(3] Berdasarkan hasil evaluasi sebagairaa dirakud padu ayat 
2), Gubernur menunjuk Hank elaksana 

(4y puuk Pelukaa mnclakukaen perjanjian kerja sama dengan 
unit yang ditunjuk untuk mnengelola silitas [embinynan 
erole ban Ruma h 

t) Tim sebagaimana imaksud pada ayat [) dittapkn dengan 
Kc putusan Gubermr 

A VI 

VERIFIKASI 

asal 1 

(l Berdarkuan pentfuan perrohonan slits Per biaytan 
erole ha Rurnah begeraa dimakt dalam ls! I0 
ayat 42, Pemerintah Daerah daon Bunk Pelakesana melakuaka 
verifikausi bcrsama kelayakan pembiayan atuk peroho 

(2 Verifikasi scbagaimana dimaksud pad ayat (I) reran feat.kon 
data yang hat pd Peerintah Darah, antara lain 

a. data kependudukan, 

b. data batuan sosind; 

data porpataan, da 

d. data sosiad ekonomi lainnya Yang terkait 

(3] Hank Pelaksaa melakuan verifikacsi dean analisis 
pmberian kreit/ pembiayman sestat dergan 
peraturan perumndang undangan 

kelayan 
ketentua 

Pasad I# 

(l) Hsil verifikasi sebagpima.a dimaksud 
dgunasan Gubernur sebagei dasar 
Norrinatif Penerima Mafaat 

dalam Pasal 13 
penets pan Daftar 



(3) 

eustna Daftar Noiatif se b aa g a n ae  dirack.sud puala 
ayat [l) merpertirbangkan kebutuha akan huian dan 
kelayakan kcuangan 

Tata cara penyuunan Daftar Nominatif sebagamaa dinaksad 
pata soya.t [) ditetaplan oleh Perngk Daerah yang 
meowelenggarakan ruson pemerintaha bidang perunahan/ 
L/nit Kerja pada Pera.gkat Daera.h yang menyelenggarakan 
ursa peerintahan bidag pcrumahan 

alam had terdapat_indiksi ketidaktepatan sasaran pad 
Daftar Nominati enerima Manlat, tasyaralat dapat 
memberikan informasi kepala Pererintah Dacrah 

BAB IX 

PER&JAN. IAN KREDIT / PEMBIAYAAN 

Pas 1% 

(I) Hank Pelaksana dun MR ag termasuk data Dafter 
eneriru Maft relakukan penandatanganan perjacnian 
kredit/pembiayaan Fas/lits Peinbiavan Perochan Ruin 
sesuai denggan etent 

erjanjia Krefit / Perbiayan Fusilita Pebiayan Peroleha 
Rumah seagarrant dirnaksud pada ayat (I) dissun setad 
denaun ketcntuan peraturnn perunlace undtgun dan waib 
menycbutkan hahwa kredit /perbiayuan bersumber art dona 
Pemeritsh Daerh 

4/X 

Ped 16 

(ly Penerima mantaat hanya da pat menycwaka dan/at 
engulihkean epemiliken rmah kepala pihak lain dalam hat 

a. pewaria, 

b. penghunion setelah jangka waktu paling dikit 20 (dua 
puluh] tahun; atat 

c. pindah tempat tinggal. 
(2] Penycwaan dan/atau pemgadihan kepemilikas dam had 

bagamana ima4osd pad.a aya (l] huruf b dan hurut e 
harus dilaua oleh MBR lan dlaksaaks.an melaui 
Pererintah Daerah ses dengatun ketentun peratr 
perndaget4ndacan 

41XI 
EMAY ARAN 

Penerira Mantat wajib membeyar lembahi Data Fasilitas 
Pembiayaan Perolehan umah kepada Pemerintah Daerah melaui 
Hank Pelaser scta dengan mauteri rnuatan yang tercantun 
ala per pat.njan kredit/pembiaystat antara ±Hank Pelaksta dan 
Penerima Manfat 



AI XII 

PELUNASAN DIPERCEPA'T 

Paeswed I8 

Dada had kredit/pembiayaan perolehan rumah diakhiri lebih 
cepat dai pacts jangka wake yang ditetaplan, Bank Pelksanan 
wajib melaporkan kepada Pemerintah Daera.h 

BAB XII 

ENGAWASAN DAN EVALUAST 

(l) engaowasa daen evaluatesi ila.kukan daamn rangka memastikan 
terenpainya tujtan penyaluren Fassilitass Per biuya Perolehen 
umah +Hag MI 

[) Pergwasan dasn evaluatesi scbogimnana dimaksud pada ayat (ll 
dilakcukan dengn melibatkaunt nsur perangkat daerah/unit 
erja terkait dan/utau instansi terleait Lainnya. 

[3) Husil pengawasan dan evnhuasi sebagirracna dimaksud pale 
ayat (l) dilapuorkan kepate Gubermur melaluf Sekreturis 
[nerah deran tembuat lpektur 

BAB XIV 

SANKS 

(I Penerima funfaat yang melaleulan wsprestasi atas perjanjian 
relit, dan/at rncatar etentuan terknit pembiaytan 
perolehan pemi/kan rumah dikenatan anksi administratif 

(I Pihak lain yang tertibat dalamn pelaggaran sbagainana 
dimalsud pah wytfl!dapt dikenaksan son/osi adrinitrtif 

(3] San.ksi administratif sebargain dirasud pada ayat t1 
berupa 

• dende 

b. teguran tertudis, 

c. peghentian fasilitas pembiyaatn perolchaan rmah, 
an/at 

d, pegalihan kopenilikan yang akat ditentuka oleh 
emeritah Daerah 



(4) Terhadap Penerira Manfaat yang terbukti memberika 
keterangan yang tidake benar danfata melakukan tindakan 
melawan hukum yang merugikan keuangan negara dapat 
dikenaka sanksi pidacna scsus ketentuas perundang-undacgacn 

BAB XV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasad2 

Tata cara pengelolaan Dana Fasilitas Pembiayaan Perolehan 
Rumah yang bersumber dari Anggaran Pendaputan dan Belanja 
Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur 

BAE XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Peraturan Gubernur ini mulad berlaku pada tanged diundangkan 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ii dengan penempataye dadamn berit 
Daerah Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanrggal 1 Oktober 2018 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHU9US 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES BAS WEDAN 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 Oktober 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2018 NOMOR 71035 

Sa]inon sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HU IM SEKRETARIA'T DAERAH 

PROVINS/DAERAH IUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

' i ,  {  
#  

y  YUHANAH 
IP 196508241994032003 



Larapira Peraturan Gubermur Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 

Noor 104 TAN0 2018 
Tanggad Ii Oktober 208 

Hal Perruolota Fusilitas Perbiayan 
Perolehan Rumah Dag MR 

Yth Gubermr Provinsi DKI akata 
mnclalui Kepala 

Jakarta 

Yang bertande tangan di bawah ini 

Nama 

Tempt/tgl ta hir 

Peerjaan 

No, Tp/NI 

No. NPW 

selak pen hon 

2 Nara 

Term pat/tgl lahir 

Peerjaa 

No. KTP/NIK 

Alrat 

selakcu uami/istri pernoho 

Merohon untuk dapat diberikan Fasilitas Pembiayan Perolehan Rum.ah bagi 
MBR Untuk mendukung permohonan terse but, say menyataka dengan 
scsungguhnya bahw 

f Saya (pemohon) memiliki gaiupah pokok/penghasitan berih/upah ratarata 
per bulan sebear Rp 

• Saya dan (istri/tail belum pernah menerima subsidi kepemilika furrah 

3. Saya dan (istri/suami aka menggunakan rumah ebag tempat tinggad 
aya dan keluarga setelah serah terima sarust 

4. aya alan mematuhi ketentuan mengen pegadiha kepemihikan rurqah 
sebagaaa diatur oleh Pemeritah Provinsi DKL Jakarta 

5, Saya aka melengkapi seluruh porsyarotan dan dokumen administrasi Vang 
dibutuhkan dalam raga perolehan Fasiitas Perbiayaan Perolehaan FRumah 
bagi MR 



2 

Demikian surat pernyataaan ini satya buat dengan sbenarnya tanpa paksaan dart 
pihak manapun untuk dipergunakan scbagai bagian dari pertimbangan 
permohonan Fasilitas Pembiayaan Perolchan Rumah bagi MBR. Apabila di 
kemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya siap menangsung seluruh 
resiko dan tanggung jawab administrasi, perdata dan pidana termasuke 
pengerbalian Fusilitag Pembiayaan Perolchan Ruma.h bagi MBR yang saya 
terima 

Menyetujui, 

Nara Suami/lstri') 

Yang Membuat Penyataan, 

Materai 

(Nama Pemohon) 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHU8US 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

ANIES BASWEDAN 


